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Atur Fintech
Puteri:

Perlu Dibuat

Undang-Undang Yal

ANGGOTA Komisi X1 DPR
dari Fraksi Golkar, Puteri
Komarudin menilai perlu ada-
nya dasar hukum yang kuat
dalam mengatur produk dan
Jasa keuangan yvyang ditawarkan
Titnaricicl rechinology (firtcec#)
atau Teknologi Finansial
(Tekfin).

Dasar hukum yang dimaksud
Puteri adalah berupa undang-
undang ., dimana kedudukannya
lebih tingegi daripada Peraturan
OJK (Otoritas Jasa Keuangan).
“fAdanya undang-undang ini
untuk menjamin kepastian
hukum akan aktivitas firirec/
di Indonesia dan memperkuat
mekanisme pengawasan yang
ada,”” jelas Puteri, kemarin.

Menurut politisi muda
Golkar ini, UU ini nantinyva
diharapkan tidak hanya menga-—
tur aktivitas penyelenggara
dalam memberikan produk dan
Jasa keuangan.

Tetapi juga perlu mengatur
teknologi informasi yvang di-
sunakan, status finrec/hz vang
bisa beroperasi, produk dan
jJasa yang ditawarkan. hu-
bungan pemberi dan penerima
pPinjaman, termasuk menjamin
perlindungan bagi pengguna
layanan, seperti atas data
pribadi, maupun bunga atau-
pun biaya yvang wajar.

Selain itu, lanjut politisi
yang akrab disapa Putkom
ini, UU tersebut juga perlu
mendukung adanyva aturan
mengenai sistem eariy wearrirns
untuk meningkatkan penga-
wasan atas kinerja pinjol dalam
memberikan pinjaman maupuan
mengukur kemampuan nasa-—
bah untuk membayvar kembali
pinjaman. “Misalnyva., mela-
Iui suatu pusat data finrech
fending vyvang kini juga tengah
dikembangkan OJK.,)”” tambah
Puteri. : .

Puteri menjelaskan, RUU
terkait pengaturan fintech di
Indonesia tersebut telah masuk
dalam Program Legislasi INa-
sional (Prolegnas) 2019-2024
sebagai usulan dari DPR
dengan nama RUU Teknologi
Finansial (Tekfin) atau RUU
Teknologi Keuangan.

Seiring dengan tengah ber-
jJalannya proses pembahasan
RUU Perlindungan Data Pri-
badi (RUU PDP). Puteri me-
nilai RUYU Tekfin ini perlu
dipercepat penyusiunannya.

““Termasuk., agar perlu dihar-
monisasikan pula isinya dengan
RUU PDP. Hal itu agar tidak
tumpang tindibhh dan memberi-
kan kepastian dan kejelasan
hukum dalam mengatar praktik

Jinrec/,”” harap Puteri. mm AL
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“Adanya undang-undang ini untuk Mmenjamin kepastian
hukum akan aktivitas ffnfechH di indonesia dan
memperkuat mekanisme pengawasan yang ada.”
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